
BUPATI SAMBAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 53 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 13 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penanaman Modal, lingkup pelayanan yang dilakukan oleh 
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan dunia usaha khususnya di bidang perizinan 
dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui peningkatan investasi di Kabupaten Sambas, perlu 
adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien 
dan terpadu; 

c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 
di bidang perizinan dan nonperizinan, maka penyelenggaraan 
pelayanan penzman dan nonpenzman yang semula 
dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Ka bu paten Sambas, selanjutnya akan 
dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Sambas; 

d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan 
huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6215); 

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 



Menetapkan 

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 210); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Ka bu paten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2012 Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); 

19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, dan Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2016 Nomor 49); 

20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 
Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2018 Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 
Nomor 40). 

MEMUTUSKAN : 

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas. 
3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Kecamatan. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Daerah. 
6. Tim adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 

7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur 
Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk 
memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk 
Rekomendasi Teknis. 

8. Rekomendasi Teknis adalah kajian/telaah teknis tentang persetujuan atau 
penolakan untuk penerbitan suatu perizinan dan nonperizinan yang 
diterbitkan oleh anggota Tim Teknis yang dapat berjumlah satu orang 
dan/ atau lebih. 

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat 
pendelegasian wewenang yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 
satu tempat. 

10. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas dan fungsi serta memiliki 
kewenangan dalam menyelenggarakan PTSP. 

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas selaku 
Penyelenggara PTSP di Kabupaten Sambas. 

12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN 
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

13. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan 
dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

14. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah 
Kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan a tau penyelenggara negara 
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 

15. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya pada penerima delegasi. 



16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban dan 
pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan 
atas nama penerima wewenang. 

17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan atau pemberian legalitas kepada 
seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
penanaman modal dalam bentuk izin dan non izin, yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

18. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

19. Nonperizinan (non izin) adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 
badan usaha atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk 
lainnya, serta pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas, insentif, 
rekomendasi dan informasi berkenaan dengan kegiatan usaha atau 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

20. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah 
pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik. 

21. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah Tolok ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau dan terukur. 

22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan. 

23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah adalah sebagai upaya: 
a. mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan 

memberikan kepastian hukum; dan 
b. mewujudkan hak-hak masyarakat dan dunia usaha atau investor untuk 

mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan di Daerah. 



Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. menjadi acuan atau pedoman bagi DPMPTSP dan Kecamatan dalam 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah; dan 
b. meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan di Daerah. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. kewenangan penyelenggaraan pelayanan; 
b. jenis perizinan dan nonperizinan; 
c. pendelegasian wewenang; 
d. pengaduan; 
e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi; 
f. pelaporan; dan 
g. pembiayaan. 

BAB IV 
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

Pasal 5 

(1) Jenis penzman dan nonperizinan yang diselenggarakan di daerah, meliputi 
bidang-bidang : 
a. penanaman modal; 
b. perdagangan, perindustrian dan koperasi; 
c. lingkungan hidup; 
d. pertanian dan peternakan; 
e. pertanahan; 
f. perikanan; 
g. pekerjaan umum; 
h. reklame; 
1. ketenagakerjaan; 
J. pariwisata; 
k. perhubungan; dan 
1. kesehatan. 

(2) Rincianjenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



BAB V 
PENDELEGASIAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

Bagian Pertama 
Pendelegasian 

Pasal 6 

( 1) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan penzman dan 
nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan baru, 
penerbitan perubahan, penerbitan perpanjangan, penolakan, penghentian 
sementara dan pencabutan perizinan dan nonperizinan. 

(3) Hal-hal berkenaan dengan persyaratan, mekanisme dan tata cara pelayanan, 
penentuan biaya/ tarif dan/ a tau retribusi, standar waktu pelayanan perizinan 
dan nonperizinan serta penetapan target retribusi terkait dengan adanya 
pendelegasian wewenang ini, tetap menjadi kewajiban PD teknis terkait dalam 
menyusun dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(4) Jenis perizinan dan nonperizinan yang tidak didelegasikan melalui Peraturan 
Bupati ini, masih menjadi wewenang Kepala PD teknis terkait berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP tidak mengurangi 
kewajiban Kepala PD teknis terkait untuk melakukan pemantauan, 
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, 
maka penandatanganan izin dan/atau non izin yang tidak termasuk dalam 
kategori jenis penzman berusaha berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tidak diproses melalui aplikasi sistem 
secara elektronik, dapat dilakukan oleh pejabat setingkat dibawahnya yang 
ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP. 

(2) Dalam hal jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah di proses melalui 
aplikasi sistem secara elektronik, maka penandatanganan izin dan/atau 
non izin dilakukan oleh Kepala DPMPTSP secara manual dan/ atau secara 
elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan 

Pasal8 

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara administrasi 
diatur sebagai berikut: 
a. untuk tingkat kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP; 
b. untuk tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Penyelenggara PATEN; dan 

(2) Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam 
melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 



Pasal 9 

(1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP 
dibantu oleh Tim Teknis dari PD teknis terkait. 

(2) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan, Tim Teknis ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP 
berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan Kepala 
DPMPTSP. 

(3) Penempatan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

(1) Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan 
memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) 
ditetapkan MPP, SP dan SOP. 

(2) MPP, SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB VI 
PENGADUAN 

Pasal 11 

(1) Dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh 
DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pemohon dapat menyampaikan pengaduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan secara lisan 
dan/ atau tertulis yang dilengkapi dengan bukti pendukung melalui tata cara 
yang telah ditentukan. 

(3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh 
DPMPTSP selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. 

(4) Tata cara pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP. 

BAB VII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 12 

(1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
teknis perizinan dan nonperizinan, dilakukan oleh PD teknis terkait. 

(2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara administrasi 
terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilakukan 
oleh DPMPTSP. 

(3) Dalam hal pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan PTSP dibentuk Tim. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 



BAB VIII 
PELAPORAN 

Pasal 13 

(1) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP secara periodik 
setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta 
ditembuskan kepada Kepala PD teknis terkait. 

(2) Penyampaian laporan penyelenggaran PTSP dapat dilakukan secara manual 
dan/ atau secara elektronik. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

(1) DPMPTSP dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya, diberikan dukungan 
pembiayaan meliputi: 
a. tunjangan khusus (insentif) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 

b. sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung yang memadai. 
(2) Tunjangan khusus (insentif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas. 

BABX 
SANKSI 

Pasal 15 

Dalam hal pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonpenzman tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan 
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Perizinan dan nonperzinan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Permohonan perizinan dan nonperzinan yang masuk sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, tetap diproses penerbitannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebelumnya. 

(3) Proses penyelesaian administrasi antara PD teknis terkait dengan DPMPTSP 
yang menerima pendelegasian wewenang, dilakukan selambat-lambatnya 
1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. 



BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 ten tang Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 
Nomor 19); dan 

b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 ten tang Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 
Nomor 36) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 7 Desember 2018 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 7 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 
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